BUPATI CIANJUR
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang :a. bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di
Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 16 Tahun 2011;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemungutan pajak daerah agar dapat
berdayaguna dan berhasilguna, sistem dan prosedur
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem
dan Prosdur Pemungutan Pajak Daerah,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewa Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak
Daerah; \

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010
tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak
Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri
C);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri
DJ);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2012 Nomor 24 Seri A);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 20);




Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor
16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan
Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011
Nomor 20}, diubah sebagai berikut :

1. BAB IX, Pasal 58 diubah disisipkan bagian dan 1 (satu)
pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 58

(1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan sesuai dengan kaidah akuntansi atau
pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan
dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola
usahanya dan sekaligus membantu petugas dinas
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap usahanya guna mengetahui jumlah
produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk
setiap masa pajak.

(3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukan
pembukuaan pada saat pemeriksaan, maka jumlah
penjulan terhutang pajak akan ditetapkan secara
jabatan.

(4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti
faktur penjualan dan laporan produksi yang
berhubungan usaha wajib pajak harus disimpan
selama 5 (lima) tahun.

(5) Tata cara pembukuan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut
oleh dinas.




(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 58A

Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakan.

Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu
kepada  ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil
pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak
akan ditetapkan lebih lanjut oleh dinas.

Diantara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 59

Pembayaraan pajak dilakukan melalui bendaharawan
penerima Dinas, selanjutnya oleh dinas disetor ke kas
daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

Apabila pembayaraan pajak dilakukan ditempat lain
yvang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pembayaraan atau penyetoraan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pajak yang terutang dapat dibayar pada tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Penunjukan tempat pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
pembukaan rekening pada bank milik Negara atau
bank milik daerah yang sehat.

Pengelolaan penerimaan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam perjanjian kerjasama.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini

diundangkan.

mulai

berlaku pada tanggal

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan

Peraturan

Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,

pada tanggal 15 Februari 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

_ YDDIN ALI
AN (/
BERITA DA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 8.



